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LAMPIRAN
PERATURAN
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR : PER- 17/1.05/PPATK/09/13
TENTANG

TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

RINCIAN JENIS PELANGGARAN

NO. JENIS PELANGGARAN KODE

1. | Penyalahgunaan wewenang, meliputi: PW.04.01

a. perbuatan Pejabat atau Pegawai yang
merugikan masyarakat

b. pemaksaan kehendak
c. tindakan sewenang-wenang

d. penyalahgunaan fasilitas atau barang
milik negara

e. pembocoran rahasia negara
penyalahgunaan wewenang lainnya

2. | Korupsi atau pungutan liar, meliputi: PW.04.02

a. penguasaan tanpa hak atas uang atau
kekayaan negara

b. pemalsuan/pengeluaran
fiktif/pembelian barang tidak sesuai
dengan spesifikasi

c. pembelian barang dengan harga yang
dimahalkan

d. penyelewengan atau penyimpangan
pengelolaan anggaran

e. penjualan atau manipulasi penjualan
milik negara

f. penyalahgunaan anggaran/dana
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NO. JENIS PELANGGARAN KODE
g. penyimpangan proses pelelangan
h. pemerasan, penyitaan, komisi, hasil
penjualan tidak setor
I. pungutan liar
j. gratifikasi
k. korupsi atau pungutan liar lainnya
3. | Kepegawaian, meliputi: PW.04.03

a. kepangkatan

b. jabatan atau mutasi

gaji atau rapel gaji

. pensiun atau tunjangan
kesejahteraan pegawai

Surat Keputusan terkait pegawai
pemalsuan berkas pegawai
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. pelanggaran Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

i. disiplin Pegawai Negeri berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1983

j. hubungan kerja kepegawaian

N

penerimaan pegawai baru

tanda jasa dan sejenisnya
.ketidakjelasan pekerjaan

. jabatan/kesempatan kerja

masa kerja

norma kerja dan persyaratan kerja
perselingkuhan
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pelanggaran kepegawaian lainnya
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4. | Hukum, meliputi: PW.04.04
persengketaan
pelanggaran hukum
pencurian atau penadahan
pemalsuan

penipuan

penggelapan
kontrak/perjanjian
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. permasalahan hukum lainnya

5. | Kewaspadaan Nasional, meliputi: PW.04.05
a. separatisme

b. SARA

c. kriminalitas

d. kewaspadaan nasional lainnya

6. | Tata laksana/regulasi, meliputi: PW.04.06

a. kepemimpinan/pemerintahan dan
pengelolaan unit kerja

b. prosedur pencairan uang
perjalanan/lumpsum pindah kerja

C. penentuan kepanitiaan

d. prosedur pengiriman sekolah ke luar
negeri

e. pengaturan/tata laksanan/regulasi
lainnya

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,
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